
KEMENTERIAN PERTANLAN
BADAN STANOARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUHEN

TANAUA}T PETANIS DAN SERAT
JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152

TELEPON 034149r447, FAKSIMIL 034'l-{85121
WEBSITE : tanamanpomenic.brip.pcrtanian.go.id E-tViAlL: bsip.tenamanpcmenisOpcrtanian.go.id

e4,...,
tso 9001
CERTIFIED

I{EPUTUSAIT KI'ASA PtrITGGiT'ilA AITGGARAIT
BALIU PEITGUJIAIT Sf,AITDAR UTSTRI'MEIT TAITAUAIT PEMAITIS DAIT STRAT

rromor : B- O 4 lxptslte.zgo lfi.4.2loll2u23

TEITTAITG

PEITT'ITJUKAIT PEJABAT PDMBUAT KOMITMTIT
BALAI PEITGUJIAIS STAITDAR IITSIRI'UTIT TAITAMAIT PEMAITIS DAIT SERAT

TAHIIIT AITGGANAIT 20/25

KI,ASA PEITGGTIilA Ail(rcANAIT BALIU PEITGUJIAIT TAITDAR IITSTRI'UEIT
TAITAUAIT PTMAITIS DAIT SERAT

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

836/Kpts/KU.010/L|l2olStentangpemberianmandat
Menteri Pertanian kepada sekretaris Jenderal untuk
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri
Pertanian kepada satuan Kerja dalam melaksanakan
tugasnyadapatmenunjukPejabatyangdiberikewenangan
uttk - melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran arlggaran belanja/ Pembuat Komitmen

b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya

tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap

dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat

PembuatKomitmenpadaBalaiPengujianStandar
Instrumen Tanaman Pemanis dan serat Tahun Anggaran

2025

l.Undang-UndangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Ne gara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungiawab Keuangan

Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;
S.PeraturanPresidenRINomor54Tahun2010tentang

Pengad,aan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan

Presiden No. 7O Tahun 2Ol2;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun

2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. peraturan Iri'enteri pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022

tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
g. peraturan ivlenteri pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023

tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pel,aksana Teknis

LingkupeaaanstandardisasilnstrumenPertanian;
g.PeraturanMenteriKeuanganNomorlgo/PMK.o5/2o|2

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

,
r3:t!i
-1
,



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

10. Peraturan Menteri pertanian RI Nomor
19/Permentan/OT.L4A/Sl2}rc tentang pedoman
Administrasi Keuangan Kementerian pertanian;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang
tertuang dalam Daftar Isian pelaksana Anggaran (DIPA)
Nomor : SP DIPA-0LB.O9.2.2TZSTZ/ZO2S tanggat 2
Desember 2O24;

72. Peraturan Direktorat Jenderal perbendaharaan Nomor
PER-47/PB /2OOg tentang petunjuk pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/ lembaga/ Kantorl Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai pengujian
Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : SRI MIrIIITIASIH, S.Sos
NIP : 197AA4012006042AA6
Pangkat I Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai
Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
da}am hal administrasi keuangan dalam pelaksanaan
anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman
Pemanis dan Serat.

2. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai
hak pihak penagih.

3. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /
kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian
pengadaan barang/ Jasa.

4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
5. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan.
6. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti
pengeluaran lainnya.

7. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

8. Menandatangani SPK, Undangan, SPPD, AFS, Kontrak /
Pe{anjian Belanja Modal sehubungan dengan pe}aksanaan
DIPA.

9. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang / jasa.
10. Menandatangani Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP).
11. Menandatangani / Melegalisir Surat Setoran Bukan Pajak

(SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berakhir tanggal 31 Desember 2O25 dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka
Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

KBTIGA



Ditetapkan di
Tanggal

: Malang
: 02Januai2O25

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran

Standar Instrumen
dan Serat.

s.P., M.Si
115 200003 1 001

SALIITAII Keputusan lni disampaltan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSI Tanaman Pemanis dan Serat
2. Kepala Pusat Standardisasi Instmmen Perkebunan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.


